KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 51/MENLH/10/1995

TENTANG

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap

Mengingat

bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk
hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap
pembuangan limbah cair ke lingkungan;

. bahwa kegiatan industri mempunyai potensi menimbulkan

pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan
pengendalian terhadap pembuangan limbah cair dengan
menetapkan Baku Mutu Limbah Cair;

. bahwa untuk melaksanakan pengendalian pencemaran air

sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian
Pencemaran Air, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Limbah
Cair Bagi Kegiatan Industri;

: 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Tahun

1926. Stbl. Nomor 226, setelah diubah dan ditambah terakhir
dengan Stbl. 1940 Nomor 450);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3046);

. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3215);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3257);

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3299);



10.

11.

12.

13.

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengen-
dalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3445);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis
Mengenal Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993
Nomor 84, Tambahan Lembaran negara Nomor 3538);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M tahun1993
tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja menteri Negara
Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994
tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

:rENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN
INDUSTRI.

Pasal 1

Dalam Keputusan menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan
baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan
nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang
bangun dan perekayasaan industri;

baku Mutu Limbah Cair Industri adalah batas maksimum limbah cair yang
diperbolehkan dibuang ke lingkungan;

Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan
industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas
lingkungan;

Mutu Limbah Cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan
debit, kadar dan beban pencemaran;



Debit Maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang
ke lingkungan;

Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang
ke lingkungan;

Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih
diperbolehkan dibuang ke lingkungan;

Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup;
Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat |, Gubernur kepala

Daerah Khusus Ibukota atau Gubernur Kepala Daerah Istimewa.

Pasal 2

Baku mutu Limbah cair untuk jenis industri :

1. Soda kostik/klor adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran A | dan
Lampiran B |,

2. Pelapisan logam adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A Il dan
Lampiran B II;

3. Penyamakan kulit adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A Il
dan Lampiran B llI;

4. Minyak sawit adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A IV dan
Lampiran B IV,

5. Pulp dan kertas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A V dan
Lampiran B V;

Karet adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A VI dan B VI,

7. Gula adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A VIl dan Lampiran
B VII;

8. Tapioka adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A VIII dan
Lampiran B VIII;

9. Tekstil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A IX dan
Lampiran B IX;

10. Pupuk urea/nitrogen adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A X
dan Lampiran B X;

11. Ethanol adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XI dan
Lampiran B XI,;

12. Mono Sodium Glutamate (MSG) adalah sebagaimana tersebut dalam
Lampiran A Xll dan Lampiran B XIlI;

13. Kayu lapis adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XllI dan
Lampiran B XIII;



(2)

(6)

14. Susu, makanan yang terbuat dari susu adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran A XIV dan Lampiran B XIV;

15. Minuman ringan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XV
dan Lampiran B XV;

16. Sabun, diterjen dan produk-produk minyak nabati adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran A XVI dan Lampiran B XVI,

17. Bir adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XVII dan Lampiran
B XVII;

18. Baterai sel kering adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XVIII
dan Lampiran B XVIII;

19. Cat adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XIX dan Lampiran
B XIX;

20. Farmasi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XX dan
Lampiran B XX;

21. Pestisida adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XXI dan
Lampiran B XXI.

Baku Mutu Limbah Cair bagi jenis-jenis industri sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan berdasarkan beban pencemaran dan
kadar, kecuali jenis industri pestisida formulasi pengemasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) butir 20 dan butir 21 pasal ini ditetapkan
berdasarkan kadar.

Bagi jenis-jenis kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini yang :

a. telah beroperasi sebelum dikeluarkannya keputusan ini, berlaku Baku
Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran A dan wajib
memenuhi Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam
Lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 2000

b. tahap perencanaannya dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan
ini, dan beroperasi setelah dikeluarkannya keputusan ini, berlaku Baku
Mutu Limbah Cair Lampiran A dan wajib memenuhi baku Mutu Limbah
Cair Lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 2000.

Bagi jenis-jenis kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini yang tahap perencanaannya dilakukan dan beroperasi setelah
dikeluarkannya keputusan ini, maka berlaku baku mutu limbah cair sebagai-
mana tersebut dalam Lampiran B.

Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan
ini setiap saat tidak boleh dilampaui.

Perhitungan tentang debit limbah cair maksimum dan beban pencemaran
maksimum adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran D keputusan ini.



(4)

()

(6)

Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

Pasal 3

Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri lain dan/atau pimpinan
lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan menetapkan Baku
Mutu Limbah Cair untuk jenis-jenis industri di luar jenis-jenis industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Selama Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini belum ditetapkan, Gubernur dapat menggunakan Baku Mutu
Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran C Keputusan ini.

Gubernur dapat melakukan penyesuaian jumlah parameter sebagai yang
dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, setelah mendapat persetujuan Menteri.

Gubernur dapat menetapkan parameter tambahan diluar parameter yang
tercantum dalam Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam
lampiran A dan B Keputusan ini, setelah mendapat persetujuan Menteri.

Menteri memberikan tanggapan dan /atau persetujuan selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
diterimanya permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4)
pasal ini.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal
ini, tidak diberikan tanggapan dan/atau persetujuan , maka permohonan
tersebut dianggap disetujui.

Pasal 4

Gubernur dapat menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari
ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Apabila Gubernur tidak menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat atau
sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini, maka berlaku Baku Mutu Limbah Cair dalam
Keputusan ini.

Pasal 5

Apabila analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan industri mensyaratkan
Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, maka untuk kegiatan industri tersebut ditetapkan Baku
Mutu Limbah Cair sebagaimana yang dipersyaratkan oleh analisis mengenai
dampak Lingkungan.

Pasal 6



Setiap penanggung jawab kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 ayat (1) Keputusan ini wajib :

a.

melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang
ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah
ditetapkan;

membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak
terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan;

memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan pencata-
tan debit harian limbah cair tersebut;

tidak melakukan pengeceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan
air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair;

memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana ter-
sebut dalam Lampiran Keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya
satu kali dalam sebulan;

memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air
hujan;

melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;

menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter Baku
Mutu Limbah Cair, produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud
dalam huruf c, e, g sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Kepala

Bapedal, Gubernur, instansi teknis yang membidangi industri lain yang
dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 Keputusan ini dan
Persyaratan Pasal 26 Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air wajib dicantumkan dalam izin Undang-undang
Gangguan (Hinder Ordonnantie).

Pasal 8

Apabila jenis-jenis kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) telah ditetapkan sebelum keputusan ini :

a.

Baku Mutu Limbah Cairnya lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah
Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan tetap
berlaku;

Baku Mutu Limbah Cairnya lebih longgar dari pada Baku Mutu Limbah Cair
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini wajib disesuaikan
dengan Baku Mutu Limbah cair dalam keputusan ini selambat-lambatnya 1
(satu) tahun setelah ditetapkannya keputusan ini.



Pasal 9

Dengan Dberlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara
Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : KEP- 03/MENKLH/I1/1991
tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Yang Sudah Beroperasi
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 1995

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd,
Sarwono Kusumaatmadja
Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup

Bidang Pengembangan Pengawasan
dan Pengendalian,

Hambar Martono



LAMPIRAN B.IX : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUF
NOMOR : KEP-51/MENLH/10/1995

TENTANG

TANGGAL : 23 OKTOBER 1995

: BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI

BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI TEKSTIL

KADAR BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
MAKSIMUM | Tekstil | Pencucian | Perekatan| Pengikisan | Pemucatan| Merserisasi| Pencelupan| Pencetakan
PARAMETER Terpadu Kapas (Sizing) | Pemasakan| (Blencing) (Dyeing) (Printing)
Pemintalan| Desizing (Klering

(mg/L) Penenunan Scouring)
BODs 60 6 0,42 0,6 1,44 1,08 0,9 1,2 0,36
COD 150 15 1,05 1,5 3,6 2,7 2,25 3,0 0,9
TSS 50 5 0,35 0,5 1,2 0,9 0,75 1,0 0,3
Fenol Total 0,5 0,05 | 0,004 | 0,005 0,012 0,009 0,008 0,01 0,003
Krom Total (Cr) 1,0 0,1 - - - - - 0,02 0,006
Amonia Total 8,0 0,8 0,056 0,08 0,192 0,144 0,12 0,16 0,048
(NHz-N)
Sulfida (sbg S) 0,3 0,03 | 0,002 | 0,003 0,007 0,005 0,005 0,006 0,002
Minyak dan 3,0 0,3 0,021 0,03 0,07 0,054 0,045 0,06 0,018
Lemak
pH 6,0 - 90
Debit Limbah maksimum 100 7 10 24 18 15 20 6

(m® ton produk)

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram
parameter per Liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan
dalam kg parameter per ton produk tekstil.
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LAMPIRAN C : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUF
NOMOR : KEP-51/MENLH/10/1995

TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI
TANGGAL : 23 OKTOBER 1995

BAKU MUTU LIMBAH CAIR

GOLONGAN BAKU
NO PARAMETER SATUAN MUTU LIMBAH CAIR
I 1]
FISIK
1 Temperatur der.C 38 40
2 Zat padat larut mg/L 2000 4000
3 Zat padar tersuspensi mg/L 200 400
KIMIA

1 pH 6,0 sampai 9,0

2 Besi terlarut (Fe) mg/L 5 10
3 Mangan terlarut (Mn) mg/L 2 5
4 Barium (Ba) mg/L 2 3
5 Tembaga (Cu) mg/L 2 3
6 Seng (Zn) mg/L 5 10
7 |Krom Heksavalen (Cr*®) mg/L 0,1 0,5
8 Krom Total (Cr) mg/L 0,5 1
9 Cadmium (Cd) mg/L 0,05 0,1
10 |Raksa (Hg) mg/L 0,002 0,005
11 |Timbal (Pb) mg/L 0,1 1
12 |Stanum mg/L 2 3
13 JArsen mg/L 0,1 0,5
14  |Selenum mg/L 0,05 0,5
15  [Nikel (Ni) mg/L 0,2 0,5
16  |Kobalt (Co) mg/L 0,4 0,6
17 |Slanida (CN) mg/L 0,05 0,5
18  |Sulfida (H,S) mg/L 0,05 0,1
19  |Fluorida (F) mg/L 2 3
20 [Klorin bebas (Cl,) mg/L 1 2
21 Amonia bebas (NH;-N) mg/L 1 5
22 |Nitrat (NO3-N) mg/L 20 30
23 INitrit (NO,-N) mg/L 1 3
24 |BODs mg/L 50 150
25 |COD mg/L 100 300
26  |Senyawa aktif biru metilen mg/L 5 10
27 ]Fenol mg/L 0,5 1
28 |Minyak Nabati mg/L 5 10
29 |Minyak Mineral mg/L 10 50
30 |Radioaktivitas **) - #REF!

Catatan :

*).

**)-

Untuk memenuhi baku mutu limbah cair tersebut kadar parameter limbah tidak diperbolehk:
dicapai dengan cara pengeceran dengan air secara langsung diambil dari sumber air. kada
parameter limbah tersebut adalah limbah maksimum yang diperbolehkan.

Kadar radioaktivitas mengikuti peraturan yang berlaku.
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SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR: 122 TAHUN 2004
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

NOMOR: KEP-51/MENLH/10/1995
TENTANG

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

p

bahwa kegiatan industri pupuk mempunyai potensi
menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu
perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah
cair (air limbah);

bahwa menurut ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air untuk melakukan pengendalian
pencemaran akibat pembuangan air limbah, perlu ditetapkan
Baku Mutu Air Limbah Nasional;

bahwa penetapan baku mutu air limbah bagi kegiatan industri
pupuk sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 lampiran B.X
nilai parameter pH tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada
saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu
ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang
Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;



Mengingat

Menetapkan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3838);

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
Dan Tata Kerja Menteri Negara;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI

NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : KEP-
51/MENLH/10/1995 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR
BAGI KEGIATAN INDUSTRI.

Pasal I

Mengubah nilai parameter pada lampiran B.X Keputusan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Nomor :

KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi

Kegiatan Industri Pupuk sehingga Baku Mutu Limbah Cair (Air Limbah) bagi Kegiatan
Industri Pupuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.



Pasal I
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :12 Agustus 2004

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bldang Kebijakan dan
Kelembagaan Lingkungan Hidup,

ttd

Hoetomo, MPA.



Lampiran : Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup

Tahun 2004
Perubahan Atas Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor :
Kep- 51/MENLH/10/1995 Tentang
Baku Mutu Limbah Cair Bagi
Kegiatan Industri.

Agustus 2004

Nomor
Tentang

Tanggal

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN INDUSTRI PUPUK

PARAMETER PUPUK UREA PUPUK NITROGEN AMONIAK
LAIN
BEBAN BEBAN BEBAN
PENCEMARAN PENCEMARAN PENCEMARAN
MAKSIMUM MAKSIMUM MAKSIMUM
(kg/ton) (kg/ton) (kg/ton)
COD 3.0 3.0 0.30
TSS 1.5 3.0 0.15
Minyak dan lemak 0.3 0.30 0.03
NH;-N 0.75 1.50 0.30
TKN 1.5 2.25 -
pH 6.0-10 6.0-10 6.0-10
Debit air limbah 15 m® per ton produk 15 m’ per ton produk 15 m® per ton produk
maksimum
Catatan :

1.  Pengukuran beban air limbah dilakukan pada satu saluran pembuangan akhir
2. Beban air limbah (kg/ton produk) = konsentrasi tiap parameter x debit air limbah

3. Beban air limbah pabrik amoniak, berlaku pula untuk pabrik pupuk urea dan pupuk nitrogen lain yang memproduksi

kelebihan amoniak.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan
Kelembagaan Lingkungan Hidup,

Hoetomo, MPA.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.




